QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan
sintesis yang mengandung zat psikoaktif
membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta
menurunkan derajat kesehatan manusia;

bahwa menindaklanjuti Pasal 115 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,
mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan
kawasan tanpa rokok;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
membentuk Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Semeulu (Lembaran Negara Republik Tahun 1999
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten  Simeulue(Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5380);

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor
1138 /Menkes/PB/VIII[/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011

Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Menetapkan :

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Bireuen.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Bireuen.

Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat
Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengelola
anggaran dan barang daerah.

Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis
Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan
Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehetan Kabupaten Bireuen.

Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan
perokok.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum,
nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung
nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan
atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau
kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau
mempromosikan produk tembakau.

Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan
merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
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Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas,
poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai
kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan,
posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan
lainnya.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan
belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah,
madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus,Tempat Pendidikan
Agama/Taman  Pendidikan Studi Al-Qur’an, termasuk ruang
perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan
sejenisnya.

Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan
seperti mesjid termasuk mushalla dan tempat ibadah lainnya.

Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk
kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan
anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat, air dan udara.

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan pelayanan publik atau suatu
usaha.

Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi
masyarakat.

Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang
mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau
penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan:

a.
b.
c.
d.

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
Kemanfaatan umum;

Keadilan;

Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR ini bertujuan untuk:

a.

b.
c.

melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk
merokok baik langsung maupun tidak langsung.

memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi
masyarakat; dan

menekan angka pertumbuhan perokok pemula.



Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:
a. tidak mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di kawasan
tanpa rokok;

b. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau
tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR
adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) Bupati berwenang menetapkan KTR diwilayah pemerintahannya.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

oo o

fasilitas pelayanan kesehatan;

. tempat proses belajar mengajar;

tempat anak bermain;

. tempat ibadah;

angkutan umum;
tempat kerja; dan
tempat umum

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap
rokok hingga batas pagar terluar.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a meliputi:
a. rumah sakit;

. rumah bersalin;

. poliklinik;

. puskesmas;

laboratorium;
posyandu; dan
. tempat praktek kesehatan swasta.

b
C
d
e. balai pengobatan;
f.
g.
h

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b meliputi:

®omo Qa0 o

. sekolah;

perguruan tinggi;

tempat pendidikan dan pelatihan;
dayah dan balai pengajian,;

balai latihan kerja;

bimbingan belajar; dan
tempat-tempat kursus.



